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TENTANG
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TAHUN 2021

Menimbang :a.

Mengingat

DE,NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahrva dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, maka dalani koordinasi pelaksanaan rencana

pembangunan, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun pedoman

pelaksanaan Musrenbang melalui Peraturan Kepala Daerah;

bahwa urtuk maksud setra-gaimana tersebr;t pa-da huruf a, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentan g Pedoman Pelaksanaan Musyarvarah

Perencanan Pernban gunan (Musrenban g) Tahun 2021 .

Undang-Undang Nornor I Tahun 2003 tentang Pernbentukan Kabupaten

Hahnahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan. Kabupaten Kepulauan

Sula. Kabupatetr Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepurlauan di Proprnsr

Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

21, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4261);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003"tentang Keuangan Negara

(Lemharan Llegara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 4T,Tambahan

Lenrbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286):

Undang-Undang Nom or 25 Tahun 2004 tentang Sistenr Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor I04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421),

Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nornot 726, Tambahan Lembaran Negara

Repuhlik Indonesia Nomor 4438):

Undang-Undang Nomot 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Tarnbahan Lernbaran Negara Republik indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 lahun 2015 tenttang Perubahan kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Ler-nbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679\;
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Peraturan Pemenntah Nomor 20 Tahtrn 2004 tentang Rencana Kerla

Peirerintafi (Leinbat'ar! i.legara Repi;blik ifidonesia tahun 2004 Norniir 45,

Tarnbahan Lenrbaran Negara Republik [ndonesia Nonror 4385).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Intbrmasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia fahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4576) Sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nogror 65

Tahun 2010 tentang PelLlbahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Intbrmasi Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 1 10, Tarnbahan Lembaran

t.,Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5 i55:

Peraturan Pemertntah Nomor 8 T'ahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

Dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25. 'Iarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia

Nomor 46la);
Peraturan Petnerintah Nomot 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah }.lornor 12 Tahun 2A',9 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Letnbaran Negara republic Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangr-rnan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nornor 209-l);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan El'aluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

peinbangunan Jangka Panjang Daerah Dan Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana .langka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Peflrerintah Daerah (Berita Negara Republik indonesia tahun 2017

Nomor l3l2)'
Peraturan Menteri f)alam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

f ekni s Pengelolaan Keuangan Daerah:

Keputusan Menteri Daiarn Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang

Pedoman Organisasi Dan Tata Kerla Badan Perencanaan Pernbangunan

Daerah Tingkat Il;
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Maltrku Utara Tahun 2020 - 2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2012

tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah

Kabupaten Halmahera Barat;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Hahnahera Barat Nomor 4'A Tahun 2016

tentang Rencana Pen1bangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Llalmahera Barat Tahun 2A16-2A21'

18 Peraluran Daerah kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten

Hahnahera Barat:
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MI]SYAWARAH PERENCANAAN

PEMBANGUNAN (MU SRENBANG) TAHUN 2021.

BAB I
KETENTLT.{1.J LT}4UM

Pasal I

Dalarn Peraturan Bupati ini -vang dimaksud dengan .

l. Daerah ada"lah Kabupaten Halmahera Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hahnahera Barat;

3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat

Daerah pada Pemerintah kabupaten Halmahera Barat;

5 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnys disingkat BP3D

atau sebutan lain adalah adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang

melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penysunan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daetah;

6. Penrbangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya -vang dimiliki unutk peningkatan

kesejahteraan masyarakat -vang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja,

lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia;

7. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses penlrusunan tahapan-tahapan kegratan

i,ang rnelibatkan berbagai unsur pernangku kepentingan di dalarnnya, guna pernanfbatn dan

pengalokasian sumber daya yang ada, dalarn tangka meningkatkan kesejahteraan social

dalarn suatu lingkungan wrlayahidaerah dalam jangka waktu tertentu;

8. Rencana Fembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnYa disingkat RPJPD adalah

dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua pulu) Tahun:
g. Preilc&n& Irenibangunan .langka l*{enengah Dacrah yang selanjutnl'a disingkat P..Pj}"[D

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokurnen

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan

tahunan daerah;

1l.,A..ng-raran Pe;idapatan dan Belanja Dacrah, yang selanjutnl'a disingkat A.DBII aCalah

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

pernerirrtah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

12. Kebr.lakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat

kebrjakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang nrendasarinva

untuk periode I (satu) tahun;

13. prioritas dan plafon Anggaran sementara y'ang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan

program prioritas Oan paiokan batas rnaksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk

setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan

DPRD;
14. Iv{usr.awarah Perencanaan Pembangunan }'ang selanjutnya disingkat musrenbang adalah

fbrum antar pemangku kepentingan clalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;

15. pedoman pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 adalah

dokumen irang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan

daerah melalui pelaksanaan musrenbang untuk periode I (satu) tahun rencana;



BAB II
},4AKSUD. TUIUA]T{ DAN FLINGSI

Pasal 2

Maksud dari peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan suatu Pedoman Pelaksanaan

Mr,rsrenbang f)aerah Tahun 2021 guna penyusllnan RKPD Tahun 2022

Pasal 3

Tujuan dari peraturan Bupati ini adalah untuk rnervujudkan konsistensi dan sinergitas amtara

perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,

serta terlaksananya musrenbang yang lebih terarah, tepat sasaran, tepat rvaktu, bersinergi dan

terintegrast baik antar sektor maupun wilal'n6.

Pasal 4

Fungsi dari peraturan Bupati ini adalah untuk memperrnudah pengendalian dan evaluasi dalam

peniusunan RKPD Tahun 2A22 melalui berbagai tahapan perencanaan, guna mensinergikan,

mensingkronisasikan dan mengintegrasikan pencapaian sasaran dan priontas pembangunan

nasional dan daerah.

BAB ill
O PEDOMAN PELAKSANAAN MLTSRENBANG RKPD

Pasal 5

(1) Pedoman pelaksanaan Musrenbang RKPD memuat tentang instrumen teknis

penyelenggaraan musrenbang di Daerah tahun 2021 guna penyusunan RKPD Tahun2022

(2) Instrurnen Teknis sebagainrana dimaksud pada ayat (l), tercantum dalam L,ampiran yang

merupakan bagian 1,ang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) RKPD Tahun 2022 disusun clengan berpedornan pada RPJMD Tahun 2016-2021

sebagaimana ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4.A Tahun 2016

(2) RKPD Tahun 2022 sel'ngaimana dirnaksud ayat (1), mergadi pedoman bagi OPD dalarn

menyusun KUA dan PPAS Tahun 2022 dan menyusun Anggaran RAPBD Tahun Anggaran

2022

(3) pimpinan OPD Kabupaten wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi unutk

meniaga konsistensi RKPD dengan Rencana Kerla OPD'

(4) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi wajib disarnpaikan kepada Kepala Badan

perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk dqadikan bahan nrasukan bagi

perencanaan selalj utnYa.
PasalT

Badan perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menelaah kesesuaian program dan

kegiatan antara Rencana Kerja dan Anggaran OPD Tahun 2022 hasil pembahasan bersama

LrpRD Cengan RI.JD Tahun 2A21, sebagai masul:an bagi perencanae.n selanjutnya

Pasal 8

(1) Badan perelcanaan, penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan fasilitasi pelaksanaan

Peraturan Bupati ini.
(.2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). mencakup rnengkoordinasikan,

menyempurnakan instrument teknis dan lampiran-lampiran sesuat' ketentuan perundang-

undangan, melaksanakan sosialisasi, supen ise serta mernberikan asistensi kelancaran

penerapan Peraturan BuPati ini.
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BAB IV
I..E.l-E\I-II T A I\I DE\II ITI ID
;-i-^-, r i aJr tv r vr

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan"

Agar setiap orang lnengetahuinya, menrerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalarn Bedta Daerah Kaburpaten Flahnahera Barat.

Drtetapkan di Jailolo
D^.J^ +^-^,'^l 2q I^^"^*: 1n1l
i-aJu ii;;;s$ui -J .'si,ec,rr &u-,

BUPATI I]AI,MAFIERA BARA'T

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal 7) Jaavc^rt 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABTJPATEN HALIV1AHERA B A RAT

Drs. M {/atuil ABD Radlak- Msi

BERITA DAERATI KAtsUPATEN HAI,MAHERA BARAT TAHLTN 2021 NOMOR : 2S

Stt I inrtvt sesuat tt,s I i nt'r.t

Asisten.Bid.Pem. & Adm.Umum

Kepala Bagian Hukum & Orgs
DANNY MISSY

t/..^-l^ D.,'i^- Lt.,l .'r ;l^- A-^'.ni'a'i
I-i;j:::; 

=-:;:;;i 
i iu,rs,,^ usi, vrb*irirltJr

S etda Kab THalmahera B ar at

.aon I ,)nnln ! I n/\,--\
J-ww r -vvuua I wv /

Sekretas Daerah
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LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI HALMAI{ERA BARAT

NOMOR I,b T'A}]LIN 2021

TANGGAL . 79 JANUARI 2O2I

PEDOMAN
P tr }E LE]\JGG-4.RAAN },4U SRENIB AN G

KABL]PA]-EN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mengacu pacla Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Srstenr

Perencanaan Pembangunan Nasional secara- legal rnenjarnin aspirasi masyarak-at dalam

pembangunan dan dalam kesatuannya dengan kepentingan politis (keputusan

pembangunan yang ditetapkan oleh legislatif) maupun kepentingan teknokratis

(perencanaan pembangunan 1'ang dirumuskan oleh birokrasi)" Dan juga mengacu pada

Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 20i4 tentang Pernerintahan Daerah dan Peraturan

Peiiieiiritali ).ioinoi- 8 Tahuii 20C8 tentarig Taliapan, Taia Cara Peiiyusunafi, Perigeri,Caliail

Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1.

menyatakan bahrva Rencana Pembangunan Daerah rneliputi Rencana Pembangunan

jangka Panlang Daerah (RPJPD). Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) mauplrn Rencana Kerla Pembangunan Daerah (RKPD).Rencana Kerla

Pembangunan Daerah tersebut merupakan dokumen perencanaan pernbangunan \/ang

rvajib disusun.Selanjutn.v-a, bahwa salah satu dokumen perencanaan yaitu Dokumen

RKPD tnempunyai peranan sangat strategis, karena rneniembatani antara kepentingan

perencanaan strategis langka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Untuk itu dalam rangka pcn\usunan Dokumcn RKPD dirnaksild, taliapannia

cliawali {engan penyelenggaraan Mus-y-awarah Perencanaan Pernbangunall (Musrenbang)

yang secara berlenjang dimulai dari tingkat Dusur/Desa,{Kelurahan, Kecamatan,

kabupaten, Provinsi dan Nasional.secara nonnatif, Musrenbang dirnaksudkan sebagai

bahan perencanaan dalanr penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan

A-ngga"ran Pendapatan dan Belan3a Daera-h- pada tahlrn rencana

Maksud

Maksud dari Penyusunan Pedoman Penyelengg araan Musrenbang Kabupaten

Halnrahera Barat adalah tersedianya pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalanr

pelilusur-r4ii iuiiu.iria prciiibaiiglrii.nr ilgi,rf lv'uiii tur'paClu, 'ietaiaii, tupai siisdr'iiii Clari 'ru;ra'i

w'aktu.vang bersinergi baik antar sektor maupun wilayah.

Tujuan
Tuiuan yang ingin dicapai adalah rnengefektiflian berbagai tingkatan tbrum

perencanaan pernbangunan daerah sebagai forunr --vang efektif dan aspiratif serta sebagai

pedornan pelaksanaan Musyau,arah PerencaRaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun

2021 yang partsipatif dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah J'ahun

2022 yangdimulai dari tingkat Dusun/Desa/Kelurahan. Kecamatan, Kabupaten, Provinsi

"l.r.i 
]i.rsiulial.

a

12.

l3



14 Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Undang-Unclang Nomor 23 T'ahun 2014 tentang Pernerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2074 tentans Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 201 4 tentag Desa;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

6. peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan

Evaiuasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintah

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota.
peraturan pernerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pernbangunan Daerah:

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan:

peraturan pemerintah Nomor 12 'fahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5l Tahun 2007 tentang Pembangunan

Kar.vasan Perdesaan Berbasi s Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara El'aluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana

pembangunan Jangkah Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pernerintah Daerah,

Peraturan Daerah Provinsi Maluku lJtata Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana

pembangunan Jangka Menengah l)aerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun

202A -2024.
14. peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Prosedur Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kabupaten

Hahnahera Barat:

15. peraturan Daerah Kabupaten Halrnahera Barat Nomor 4.A Tahun 2016 tentang

Rencana pembangunan .Iangkah Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera

Barat Tahun 2016-2021,

16. Peraturan Daerah kabupaten llalrnahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang

pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Hahnahera Barat,

1.5. Pengertian

1. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk

penrngkatan keseiahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan'

kesempatan kerja. lapangan usaha. akses terhadap pengarnbilan kebrlakan. berdaya

saingtnaupunpeningkatanindekspembangunanflIanusla.
2. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukurn yang mempunyai batas-batas wilayah

yang benvenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

rnasyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi rnasl'arakat

dalam systenr Negara Kesatuan Republik lndonesia'

3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnva disebut desa adalah kesatuan

masyarakat hukum ,vang memiliki batas-batas rvila-yah -vang berr'venang unutk

mengatur dan mengurus kepentingan masJ-arakat setempat, berdasarkan asal usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara

Kesatuan RePublik Indonesia'

2
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6

Lembaga Kernasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah letrbaga yang

drbentuk oleh rnasyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemenntah

desa dalam memberdayakan masy arakat.

perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan Yang tepat-

rurelalui urutan pilihan dengan rnernperhitungkan sumber daya yun* tersedia'

perencanaan Pernbangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan

kegiatan yang rnelibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna petnanfaatan

dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka rneningkatkan kesejahteraan

social dalanr suatu lingkungan rvilayahidaerah dalam jangka rvaktu tertentut

MusyawarahPerencanaanPembangunani,angselanjutnyadisingkatMusrenbang
adalah forurr antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana

pernbangunan.

Penrangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung

lrendapatkan manfaat atau darnpak dari perencanaan dan pelaksanaan pernbanguna

daerah antara lain Lmsur DPRD Provinsi dan kabupaten/kota, TNI. POLRI,

Kejaksaan, Akademisi. LSIWOrmas Tokoh Masyarakat Prol'insi dan

kabupatenrkotaidesa,Pengusaha/lnvestor pernerintah pusat, per-nerintah provinsi,

ketrrvakilan pelempuan dan kelornpok masyarakat rentan terrnaj inal kan.

Organisasi Perangkat Daerah adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten yang

mempunlrai tugas untuk rnengelola anggaran dan barang daerah'

Integrasi Program aclalah penyatupaduan perencanaan partsipatif dengan

perencanaan pembangunan desa maupun pengintegrasian perencanaan parlispatif

dengan perencanaan teknokratis dan politis rnelalui N4usrenbang Reguler.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa

adalah dokunren perencanaan untuk periode 5 (lirna) tahun yang memuat arah

kebijakan pernbangunan desa, arah kebijakan keuangan desa. kebijakan umum dan

program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program prioritas keu'ilayan

disertai dengan Rencana Kerja.

12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat

Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah unutk periode 5 (lima)

tahun.

Rencana Keria Perangkat Daerah,vang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat

(DURKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa

yang menggunakan dana -riang sudah jelas surntrernya baik dari APBN. APBD

(provinsi, KabupatervKota), APB Desa, Sr,vadaya dan Kerjasama dengan Pihak

ketiga.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selaniutnl'a disingkat RKPD adalah

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun'

Rencana Kerja Pernbangunan Desa --vang selanlutnya disingkat (RKPDes) adalah

dokumen perencanaan untuk periode I (satu) tahun yang memuat rancangan

kerangka ekonomi desa dengan mempertlmbangkan kerangka pendanaan yang

dimutahirkan, program pnoritas pembangunan desa. rencana kerja dan pendanaan

serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa

maupun -Vang diternpuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacLl

kepada Rencana Kerja Pemerintatr Daerah dan RPJM Desa'

7
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17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk

nrewujudkan visi dan rnisi.

18. Kebryakan adalah arahltindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.

19. ProEam adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan

yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan

oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah,

20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri

dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber da-va, baik yang berupa personil

(sumber daya manusia). barang rnodal tennasuk peralatan dan teknologi, dana, atau

kornbinasi dad beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai nrasukan

( i nput) tntuk rn enghasilkan kel uar an ( o u t pu t ) dal arn bentuk barang/i asa;

21 Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung

sasaran program pfl ontas.

22 Bersifat indikatif adalah bahrva data dan infbrmasi, baik tentang surnber daya yang

diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen

rencana, hanya merupakan rndikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku;

23. Kinerja adalah keluararv'hasil dari kegiatan/program .vang akan atau telah dicapai

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang

terukur;

24. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitaif daniatau kualitatif

untuk masukan, proses, keluaran, hasil, mantbat" danlatat dampak ,yang

menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan:

25. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran

yang diharapkan dari suatu kegiatan;

26. Keluaran (outpul)adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan 1'ang

dilaksanakan untuk rnendukung pencaparan sasaran dan tujuan progtam dan

keb4akan;

27. Hasil (outcome.) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran

dari kegiatan-kegiatan dalarn satu program;

28. Standar Pelayanan Minimal .v-ang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan

tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan ivajib daerah yang

berhak diperoleh setiap warga secara mrnimal.

29. Narasumber adalah pihak-pihak pemberi intbnnasi yang dibutuhkan untuk proses

pengambilan keputusan dalam Mustenbang.

30. peserta adalah pihak yang merniUki hak pengarnbilan keputusan dalam Musrenbang

31. Fasilitator adaiah tenaga terlatih atau berpengalaman, yang rnemiliki

komptensi/kecakapan substantive dan teknis sefta memiliki keterampilan

menerapkan berbagai tekntk dan instrument untuk menunjang efektivitas

pelaksanaan tugas memandu Musrenbang.

32. Koordinasi adalah kegiatan -vang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari

beberapainsta.nsiipejabatl,angmelnpunyaitugasdanwewenangyangsaling
berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

Ruang LingkuP

Ruang lingkup Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Hahnahera Barat ini

mencakup Konsep dan Mekanisme Penyelenggaraan Musrenbang pada setiap tahapan

perencanaan mulai dari Musrenbang OPD;'Forum OPD dan Musrenbang KabLrpaten'
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BAB II
KONSEP DAN MEKANISME MUSRENBANG

Konsep Musrenbang

Keterlibatan masrvarakat dalam penyusunan RKPD adalah rnelalui kegiatan

musyawarah perencanaan pemabangunanMusrenbang yang dilaksanakan setiap tahun

perencanaan, yang penyelengaraannya merupakan tanggung jawab daerah, dan

pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala BP3D.Musrenbang tahunan daerah

merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk

membahas rencaRa pembangunan daerah dan mengalokasikan kegiatan tersebut menurut

prioritasnya kepada pihak yang berr,venang atau bertanggungiaw'ab pada kegiatan

tersebut, maupun pihak-pihak yang berkornitrnen untuk melaksanakannya, dibarvah

koordinasi Kepala BP3D Agar dalam pelaksanaan musrenbang dapat menghasilkan

keluaran yang optimal serta menjamrn keterlibatan masvarakat vang lebih intensif, maka

dalarn setiap tahapan musrenbang dari mulai persiapan sampai dengan paska tnusrenbang

perlu difasilitasi oleh fasilitator yang memadai.

Musrenbang tahunan atau musrenbang RKPD berfungsi untuk Meniembatani

kepentingan antara pernerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan

masl,arakat (top-down dan bottorn-up approach), serta mendapatkan

kom itmenr'kesepakata n para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencanakerj a

pembangunan daerah untuk tahun vang direncanakan

Penyelenggaraafi rnusrenbang tahunan daerah dilakukan secara

berjenjangrnulai dari musrenbang dusun/desal'kelurahan, musrenbang kecamatan,

Forurn OPD atau Forum gabungan OPD Kabupaten, Musrenbang Kabupaten

dan Musrenbang Provinsi. Hasil Musrenbang Kabupaten sendiri menjadi masukan

bagi provinsi dan pusat untuk bahan musrenbang provinsi dan musrenbang

nasional maupun dalam rangka penyusunan rancangan akhir RKPD.

Penyelenggaraan musrenbang dusun/desa/kelurahan,tnusrenbangkecamatan,

ForumOPD atau gabungan OPD dan musrenbang kabupaten dikoordinasikan dan

difasilitasioleh Bappeda Kabupatenvangpendanaannya dibebankan pada APBD

Kabupaten.Keseluruhanpenyelenggaraan tnusrenbang tahunan yang berjenjang mulai

dari tingkat desa sarnpai dengan tingkat nasional, dilaksanakan dengan jadwal

setlagai berikut:
l) Musrenbang Desa,4(elurahan; dilaksanakan sepanjang bulan Januari, dan paling

lambat akhir bulan Januan seluruh desaikelurahan telah melaksanakann,va.

Z) Musrenbang Kecanratan; dilaksanakan sekitar bulan Februari, dan paling lambat

aklir minggu ke-1 bulan Maret seluruh kecamatan sudah selesai rnelaksanakan

musrenbang kecamatan.

3) Forum OpD/Gabungan OPD Kabupaten: dilaksanakan pada minggu ke-2 Maret.

4) Musrenbang Daerah Kabupaten dilaksanakan antara minggtr ke-3 Maret sampat

dengan rninggu ke-4 bulan Maret.

5) Musrenbang Provinsi dilaksanakan pada minggu ke-3 bulan April

6) Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) dilaksanakan pada akhir bulan April

Musrenbang harus drlakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

Inklusif; Memastikan keterlibatan dan ketenvakilan para pernangku kepentingan

Relevan; Melibatkan para pemangku kepentingan yang relevan 1'aitu yang memiliki

kepedulian, konrpetensi serta peranan (termasuk pengaruh) dalarn proses pemecahan

peimasalahan penyelenggaraan f ungsi dan urusan waj ibipi 1 ihan pemerintahan daerah.

sensitif gender; Ivlernastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses

yang sama pada pengambilan keputusan perencanaan daerah'

partsisipatif dan interaktif; proses pembahasan rnelibatkan seluruh para pemangku

kepentingan secara seimbang, baik dalarn penyampaian infornrasi, analisis' interpretasi

i nfcrrmasi, dan pen gernbangan kesepakatan untuk pengambi lan keputusan

l)
2)

3)

4)

x.
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1. Musrenbang Tingkat Dusun/Desa/Kelurahan

Pengertian :

Musrenbang Dusun,DesaiKelurahan merupakan forurn musyawarah tahunan para

pemangku kepentingan tingkat desa/kelurahan untuk menyepakati rencana

tegiatan tahun anggaran berikutnya Penl'elenggaraan musrenbang

duiuddesa/kelurahan rnenjadi tanggung jaw'ab kepala desa;'lurah, dan

difasilitasi/disupervisi oleh camat yang bersangkutan dibawah koordinasi kepala

BP3D

Peran dan Fungsi Pelaku Kegiatan :

l. Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim
Dus ur"J D e sa/Kel urah an.

Penyelenggara Musrenbang

2 Tirn Penl,elenggara bertugas : Menyusun jadrval, tempat dan agenda Musrenbang

DusunDesarKelurahan.
3. Carnat.

a) Melakukan monitori ng pelaksanaan Musrenbang DesalKelurahan:

b) Menjadi narasumber pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan,

c) Menerima BAP (Berita Acara Penetapan) Musrenbang DesaiKelurahan tentang

kebutuhan pri oritas pemban gunan tahunan De sa/Kel urahan ;

d) Merekapitulasi BAP Musrenbang Desa,'Kelurahan sebagai bahan Musrenbang

Kecamatan.

Persiapan .

l. Tim penyelengara Musrenbang memastikan jadu,al dan tempat pelaksanaan

Musrenbang DusuniDesaiKelurahan, koordinasi denganKepalaDesa, BPD

yang bersangkutan dan Ketua Tirn Pengelola Kegiatan desa;

2. Memastikan adanya infbnnasi pelaksanaan Musyawarah Dusur"-Desa/Kelurahan

yang tersebar di masyarakat baik melalui papan-papan informasi atatt

disarnpaikan secara lisan dalam pertemuan-pertemuan yang ada di

Desai Kelurahan;

3 Tim pemandu Musrenbang dan PJOK rnengumpulkan inforrnasi mengenai

rencana pernbangunan daerah atau kegiatan pemerintah dan swastaiLSMA{GO

di dalam dan di sekitardesa;

4. Menyiapkan agenda pertemuan, notulen dan daftar hadir'

Tujuan:

1. Menghasilkan Rencana Kerla Tahunan Desa dan usulan prioritas

kegiatan l'ahun 2021 untuk disarnpaikan dalarn forum Musrenbang tlngkat

Kecamatan, termasuk usulan proglaln pemberdayaan lainnya.

2. Menetapkan Tim Delegasi.vang akan mengikuti pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan beranggotakan 3-5 orang (lika 3 orang,, ntinitnul I orang peremplt'un,

liku 5 oru'tg ntintmul 2 rtrungperemprtan)'

Waktu:

Januari Tahun 2021 atau

Dusun/RT /RW.

setelah Pelaksanaan Musrenbang

Peserta:
. Aparat Pernerinah Desa dan Perw'akilan BPD

. Ketenvakilan wilayah (dusun, kampung, RTIRW)

. Keterrvakilan beibagai sektor (ekonorni,pertanian, kesehatan, pendidikan,

lingkungan, dsb)

D<



. Keterwakilan kelompok usia (generasi muda dan generasi tua)

. Keterr,vakilan kelornpok social dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh

adat,tokoh agafi'm,kelompok rnarginal)
. Kalangan dunia usaha
. Keterwakilan berbagai organisasi/ LSMdi desa

. Warga lainnya yang berminat hadir.

Tempat:

Balail Aula desa atau tempat representatif lainnya

Pemandu.

Tim Pemandu Musrenbang Dusun/DesaiKelurahan

Metode:

Pemaparan dan Diskusi kelornpok terfokus (FGD)

Pelaksanaan :

a. pemaparan Realisasi pembangunan pada tahun sebelumnya danprioritas

pernbangunan Kecamatan yang direncanakan.

b. Presentasi prioritas masalah dan kebutuhan diDusun,DesalKelurahan

ol eh.perw'akilan masyarakat y'an g terkait

c. Menginformasikan iurnlah dana alokasi Desa/Kelurahan dari Pernerintah

Kabupaten/Desa dan rencana kegiatan pembangunan Dusun i'Kelurahan 1'ang

berkaitan dengan isu-isu strategis Daerah oleh Kepala Desa"Lutah.

d. Merulruskan skala priontas kegiatan untuk tahun berikutnya yang difasilitasi

bersama dengan pelaku Program Pemberdayaan Masyarakat yang dituangkan

dalam Rencana Kerja Pc-mbangunan Desa (RKPDes)'

e. Penandatangan Berita Acara Hasil Musrenbang Desa,{(elurahan,

f. Penetapan utusan Desa/Kelurahan yang akan menghadiri Musrenbang tingkat

Kecamatan.

Output:
l) Rencana Kerja Tahunan Desa.iRKPDes yang berpedoman pada RPJMDes.

2) Berita Acara Musyawarah DesalKelurahan yang tnemuat DURKPDeS

rnenyangkut:
a) prioritas kegiatan pembangunan yang akan didanai oleh APBDes dan Dana

Masyarakat/SwadaYa;

b) Prioritas kegtatan pernbangunan Desa/Kelurahan )'ang akan dibiayai oleh

clana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN untuk diusulkan dalam

Musrenbang Kecamatan;

c)PrioritaskegiatanpernbangunanDesalKelurahanirangakandibiayaioleh
dana Program Pemberdayaan yang dilaksanakan oleh LSM/NGO dan atau

pihak ketiga.

d) Daftar l{adrr N,lusyau'arah Desar' Kelurahan'

3) Daftar nama Utusan DusuniDesa/Kelurahan untuk rnengikuti Musrenbang

Tingkat Kecamatan (seban-1-ak-banyaknya 5 orang) yang ditetapkan dengan

surat mandat.

Output sebagairnana tersebut diatas merupakan dokunen hasil Pelaksanaan

Musrenbang yang diisi sesuai format terlampir dan selanlutnya disarnpaikan

kepada Camat tmtuk diteruskan ke BP3I)

Anggaran:

Dana Srvadaya Iv{as1'arakat dan Dana DesalKelurahan'

d



Musrenbang Ttngkat Kecamatan

Pengertian :

Musrenbang kecamatan merupakan fbrum musyawarah pembangunan bersama para

pemangku kepentingan tingkat kecamatan. Penyelenggaraarrrrya nrenjadr tanggung

jarvab Camat yang bersangkutan dan dikootdinasikan oleh Kepala BP3D

Kabupaten.

Tujuan:
l. Membahasusulan rencana kegiatan pembangunan DesaiKelurahan yang rnenjadi

kegiatan prioritas pembangunan dan usulan kegiatan yang tidak atau belunr dapat

diakomodir pada tahun yang direncanakan di w ilayah Kecatnatan-

2. Menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di w'ilayah Kecamatan

berdasarkan bidang kegiatan -Yang akan di danai oleh APBD

Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN serta sumber pendanaaan

lainnya.

3. Menyepakati Tirn Delegasi Kecarnatan untuk rnengikuti ForumOPD/Gabungan

OPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten.

Peserta .

Peserta Musrenbangcarl sebagai berikut :

. Wakilfutusan dari Desa,,'Kelurahan yang terdiri dariKepala Desar'Lurah, Ketua

BPD, Tokoh Masyarakat dan 3 orang wakil peremplran;
. Llnsur DPRD dari Dapil bersangkutan. Unsur Perangkat Daerah:
. Pimpinan Dinastingkat Kecamatan,LIPTD, PPL dll;
. BKAD (Badan KoordinasiAntar Desa).
. LSM,hIGO dan Perguruan Tinggi;
. KonsultarVFasilitator;
. l]nsur Tokoh Masvarakat:
. Wartau,an;

Peran dan Fungsi Pelaku Kegiatan

CAMAT:
a) Penanggung jarvab rangkaian pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan,

b) Membentuk tim pen5relenggara Musrenbang Kecamatan terdiridari

ketua/penanggun gj awab, sekretaris, dan beberapa anggota

c) Memaparkan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan di Kecanratan dan

evaiuasi program )'ang dilaksanakan pada tahun sebelumnya;

d) Melakukan rekapitulasi hasil Musrenbangcam sebagai bahan materi

pernbahasan Forum OPD.

e) Menandatangani berita acara penetapan hasil Musrenbangcam.

TiM PENYELENGGARA (Panitia Musrenbang Kecamatan):

a) Merekapitulasi hasil dari seluruh lv{usrenbang DesalKelurahan dan

disarnpaikan ke BP3D (sesuai fonnat terlarnpir);

b) Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musrenbang Kecamatan;

c) Menyebarkan undangan ke seluruh peserta Musrenbang Kecamatan;

d) Membantu 1m delegasi Kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forurn

OPD dan Musrenbang KabuPaten.

1.



e) Menyiapkan tempatiruang rapat i/ang representatit

f) Menyediakn konsumsi rapat;
g) Menyiapkan Berita Acara Hasil Musrenbang dan Surat Mandat (Delegasi

Kecamatan) yang ditandatangani Camat setelah siding pleno.

h) ivlenrbuat daftar hadir;

3. BP3D:
a) Sebagai Narasumber dan koordinator pelaksana kegiatan Musrenbang

Kecarnatan;

b) Memberikan arahan teknis perencanaan pembangunan yang sesuai dengan

RPJMD:
c) Menginformasikan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun

2021.
d) Menerirna Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan;

e) Menghimpun data hasil Musrenbang Kecamatan.

4. DPRD:
a) Sebagai Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

b) Menjaring aspirasi masyarakat pada masa reses dan rnengintbrmaasikan

kepada masyarakat.

c) Mengatval usulan Musrenbang kecamatan pada tahap perencanaan

penganggaran sel anj utnya.

5. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH :

a) Sebagai Narasumber dalam diskusi bidang/desk

b) Menginfonnasikan Program dan Kegiatan sesuai Rencana Kerja OPD pada

saat diskusi bidang/Desk.

c) Menyiapakan data teknis yang dibutuhkan pada saat diskusi bidangdesk;

d) Mencatat hasil kesepakatan pada saat siding pleno sebagai data dan infonnasi

dalam penyusunan Renja OPD;

e) Merrberikan tanggapan dan infbrurasi yang dibutuhkan dalam pembahasan

disidang pleno (lika diperlukan).

6. PELAKU PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LSMNGO) :

a) Sebagai Fasilitator membantu Kecamatan dalarn Persiapan Pelaksanaan

Ke giatan Musrenbang Kecamatan;

b) Menginformasikan Proram dan Kegiatan tahun 2021 dan Rencana Kegiatan

Tahun 2022 y ang dilaksanakan LSM/N GO:

c) Terlibat dalarn diskusi bidang di desk dan membantu utusan desa dalam

penilaian usulan kegiatan selama proses diskusi,

d) Membantu dalam perekapan hasil penilaian ususlan kegiatan untuk

m endapatkan perengkingan.

7. BKAD (Badan Koordinasi Antar Desa) :

a; Mernbantu Kecanratan dalam Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang

Kecamatan;

b) Bersarla Camat dan PJOK, memberikan bimbingan dan pembekalan terhadap

utusan desa untuli persiapan Musrenbang Kecamatan;

c) Melakukan control terhadap utusan desa dalam pelaksanaan diskusi desk;

d) Memberikan penjelasan mengenai usulan program,,/kegiatan dari Desa (1ika

diperlukan).



8 DELEGASI DESA/KELURAHAN :

a) Memberikan penj elasan/klarifi kasi mengenai usulan

pro gramlke gi atandariDesa,/Keluralian;

b) Mernberikanpenilaran usulan kegiatan dalam diskusi bidangldesk;

c) Memberikan masukan/pendapat pada saat sidang Pleno.

d) Dapat dipilih sebagai Pelapordalarr men)/ampaikan hasil diskusibidang/desk,

Jadrval:

Februari Tahun 2021 atau setelah Pelaksanaan Musrenbang

Desa/Kelurahan.
Pelaksanaan :

a. Presentasi potensi, permasalahan dan rancangan rencana kerja Kecamatan oleh

Camat
b. Penjelasan tentang prioritas petrbangunan daerah sesuai Renstrada/RPJM Daerah

oleh Kepala BP3D
c. Pen\,ampaian infonnasi Program dan kegiatan yang berkaitan dengan prroritas

pembangunan di wilayah Kecamatan sesuai kelompok fungsi OPD padatahun

2021 olehBP3D
d. Diskusi dan curah pendapat di desk sebagai berikut.

1 DISKUSI DESK
A. Per-r-rbagian Kelompok Diskusi Desk :

Langkah-Langkah:
t ) Pembagian kelornpok diskusi berdasarkan Desk.

2) BP3D mernlasilitasi pemilihan Ketua, sekretaris dan pelapor pada

setiap Desk.
3) Setrap Desk rnembahas program/kegiatan sesuai bidang masing-

maslng.

4) Setiap Desk didarnpingi oleh utusan OPD sebagai Narasunrber.

B. Pembahasan dan Perulaian:

Langkah-Langkah :

l) Pimpinan Desk memandu proses diskusi pembahasan usulan kegiatan

mencakup:
. Pembagian daftar usulan

usulankegiatan;

dan format pernbobotan

. Penjelasan tata cara pemberian skor pada format pembobotan

usulan kegiatan berdasarkan 4 Kriteria penilaian yakni :

Mendesak untuk di danai, Bermanfaat bagi banvak orang,

Meningkatkan pendapatan rumah tangga dan Didukung oleh

sumber daya.
. Menyatnpaikan usulan kegiatan dan memandu proses

pernbahasan usulan dengan memperhatikan aspek :

pertimbangan teknis OPD, kebijakan dan rencana anggalan

(Dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN sefta sumber

dana lainnya).
2) OPD selaku Narasunrber menrberikan pertirnbangan teknis terkait

kegiatan yan g diusulkan.

3) Utusan desaikelurahan dapat rnemberikan klarifikasi tentang

data/informasi ),ang berhubungan dengan usulan kegiatan yang

diajukan.
4) Utusan desa,rkelurahan langsung memberikan penilaian/score sesuai

petunjuk pengisian ]'ang telah disampaikan'

5) Anggota kelompok diskusi tidak diperkenanlian memberikan

penilaian sekaligus pada form penilaian individu tanpa didahului

proses pembahasan.



C.

6) Jika seluruh usulan telah selesai dibahas, Ketua dan sekretaris

kelornpok rnelakukan rekapitulasi nilai akhir hasil diskusi kelornpok
7) Hasil rekapitulasi nilai akhir dipaparkan oleh ketua kelornpok atau

pelapor dalam sidang pleno.

Hasil (Output) Diskusi Desk:

t. Leinbar PENILAIAN INDIVIDU -vang tetah diisi oleh setiap utusan

DesavKelurahan dalam kelornpok diskusi pada kolom bobot penilaian

sesuai kriteria tnasing-masing usulan;

2. Format REKAPITULASI USULAN KELOMPOK yang direkap

berdasarkan nilai bobot hasil pilihan pada lembar penilaian individu

dengan total nilaj setiap usulan kegiatan dan penentuan

rangkinglprioritas kegiatan (direkap oleh pirnpinan Desk bersama

sektretaris).
3. Fonnat Pleno hasil diskusi (pernaparan) mencakup kegiatan prt'oritas

berdasarkan rangking dengan lokasi dan sumber pembiayaannYa dan

kegiatan yang tidak diakomodir beserta lokasi dan alasannya.

PLENO HASII- DISKUSI DESK :

Langkah-langkah :

l) Setiap Desk memaparkan hasil diskusi inent,angkut penentuan

peringkat usulan tertinggi berdasarkan nilailscore akhir sampai

terendah dan usulan kegiatan yang tidak atau belunr terakomodir

beserta alasannya.

a. OPD rnernberikan respon/tanggapan terkait kelayakan teknis

kegiatan. ruang kebijakan dana Anggaran (ika diperlukan).

3. PENETAPAN HASiL PLENO
Langkah-langkah :

a) Ditetapkannya Daftar Peringkat Usulan Prioritas kegiatan

berdasarkan bidang dan kegiatan untuk tahun 2022 dan Daftar

Usulan Kegiatan yang tidak terakomodir melalui :

. Pembacaan Ben'ta Acara Hasil Musl,arvarah Kecamatan.

. Penandatangan Berita Acara Ilasil Musyar,varah Kecamatan,
r Penetapan Utusan Kecamatan yang akan rnenghadiri Forum OPD dan

Musrenbang Kabupaten.

Output
1. Berita Acara Flasil Musrenbang Kecamatan yang berisi :

a) Datlar Usulan program dan kegiatan prioritas vang didanai oleh APBD

Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN

b) Daftar usulan kegiatan prioritas yang akan dibiayai Program

Pemberdal,aan m asYarakat -vang di laksankan oleh L SM;'n go.

c) Rekapan Hasil penentuan skala prioritas dalam diskusi bidangidesk;

d) Daftar Hadir Musrenbang Kecamatan.

2. Daftar nama delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum OPD dan

Musrenbang Kabupaten Yang ditetapkan dengan surat mandat,

Output sebagairnana tersebut diatas merupakan dokumen hasil pelaksanaan

Musrenbang Kecamatan t-'ang diisi sesuai tbrmat terlampir.

2
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J

Lain-larn

Dalam rangka penyelenggaraan persiapan Pra Musrenbang Kecamatan. BP3D

sebagai koordinator rnel akukan persiapan-persi apan antara I a in.

a) Koordinasi dengan Kecamatan dan Pelaku Pro-uram Pernberdayaan

dalam ran gka ke s eluruhan persiapan pel aksanaan Musrenbang ;

b) Koordinasi dengan OPD dalam rangka informasi program dan kegiatan
tahun 2021 dan Renla OPD tahun 2022:

c) Penyusunan jadwal nonnative Musrenbang Kecamatan;
d) Menyiapkan Pedoman pelaksanaan Musretrbang Tingkat Kecamatan;
e) Pembagian tugas untuk persiapan dan penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan.

Anggaran:

APBD Kabupaten Halmahera Barat

FORUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Pengertian :

Forum OPD adalah Forum musyawarah bersama antar pelaku pembangunan

untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang
tahunan tingkat Kecamatan dengan OPD atau gabungan OPD yang

berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, programlkegiatan sektor atau lintas

sektor.

Tujuan:
l. Memaduserasikan prioritas kegiatan pembangunan dari setiap

Kecamatan dengan Rencana Kerla (Renja) OPD;
2. Nlenyusun prioritas Rencana Kerja (Ren1a) OPD disertai plafbn/pa-uu

dana OPD dan prioritas usulan Kecamatan setelah dilakukan verifikasi
oleh OPD terkait, dengan target 409'i, usulan kegiatan perencanaan

teknokratis (TopDown Planing) dan 60% usulan kegiatan
perencanaan partisipatifatau darr masyarakat (Bottorn Up
Planing).

3 Menetapkan prioritas Rencana Kerja (Renja) OPD dan prioritas usulan

Kecamatan,
4. N4elakukan koordinasi dan sinkronisasi keseluruhan program/kegiatan

dengan perencanaan pernbangunan daerah.

Tempat.
Aula atau gedung yang representatif.

Waktu :

Dilaksanakan minggu kedua bulan Maret.

Peserta :

Bupati, Wakil Bupati,'Pejabat yang mervakili, Pimpinan OPD, DPRD dan

Utusan dari Kecarnatan.

Pemandu:
Ti m Penyel en ggara l{usrenb ang Kabupaten ( BP3D)

Metode:
Pemaparan, Diskusr dan Pleno

Peralatan :

Alat bantu tayan-q (LCD), Provektor), laptoplcomputer, alat tulis, dll



Persrapan .

1. Menentukan Tim Penyelenggara Musrenbang OPDtForum Gabungan OPD
oleh BP3D

2. Tint Penyelenggara bertugas untuk :

a. Menyiapkan bahan/materi serta notulen untuk Forum Gabungan OPD
b Menentukan narasumber dan peserta Forum Gaburngan OPD
c. Ivlenyusun jadrval dan agenda pembahasan Forum OPD
d. Menyerahkan dokumen rekapan prioritas usulan Kecamatan ke OPD

sesuai bidang masing-masing.

Pelaksanaan :

1. Penrbukaan oleh Kepala BP3D dan penjelasan tujuan Forum OPD;
2. Penyampaian proyeksi anggaran dan plafon afiggaran sernentara untuk

setiap OPD oleh BP3D;
3. Singkronisasi atau pencocokan prioritas kegiatan hasil Musrenbang

Kecamatan dengan Rancangan Awal Reqja OPD oleh Tirn Penyelenggara
Forum OPD per bidang;

4. Pernaparan prioritas kegiatan pembangunan dan plafonipagu dana

indikatif di setiap Kecamatan yang dihasilkan dari Musrenbang
Kecainatan yang telah disingkronkan dengan Rancangan awal Renja
Perangkat Daerah oleh OPD terkait oleh Tim Penyelenggara OPD"

5. Penandatanganan Berita AcaraHasil Forum OPD

Output
1) Benta Acara Hasil Forum OPD yang berisi :

a) Rekomendasi Draft Rencana Kerja OPD masing-rnasing yang

sudah disingkronisasikan.
b) Data dan infonnasi mengenai usulan kegratan yang tidak terakornodir

beserta alasannya.
2) Daftar Hadir Forum OPD

Output sebagaimana tersebut diatas merupakan dokumen hasil
pelaksanaan forum OPD yang diisi sesr-rai fonnat terlarnpir.
Anggaran:

APBD Kabupaten Halmahera Barat.

4. MUSRENBANG KABUPAT'EN
Pengertian :

Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah para pemangku kepentingan dr

tingkat Kabupaten/kota untuk nrematangkan rancangan RKPD kabupaten

berdasarkan Renja-OPD hasil foru OPD dengan cara meninjau keserasian

antara rancangan Renja-OPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran

rancangan RKPD.

Tujuan:

Penyempurnaan rancangan arval RKPD yang metnuat prioritas

pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi OPD,

termasuk infonnasi mengenai rencana ke-qiatan ,vang pendanaannya

bersumber dari APBD Kabupaten. APBD Provinsi, APBN dan sutmber pendanaan

lainnya.



Peran dan Fungsi Pelaku Kegiatan ;

1 BP3D:
a) Membentuk tim penyelenggara Musrenbang Kabupaten;
b) Mengkompilasikan prioritas programikegiatan hasil ibrum opD.
c) Menyusn jadrval dan agenda Musrenbang Kabupaten dan

mengumllmkan secara terbuka;
d) Pemaparan draft Rancangan akhir RKpD dan prioritas kegiatan

pembangunan serta plafon anggaran.

e) Pemaparan hasil kompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari
Musrenbang OPD benkut dengan pendanaannya.

2. DPRD:
a) Menyarnparkan Pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil

penYerapan asprrasi maslarakat;
b) Melakukan konfinnasi terhadap perencanaan dan penganggaran;
c) Melakukan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan.

3, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH :

Memberikan penjelasan dan komentar tentang program serta kegiatan
perencanaan pada Musrenbang Kabupaten sesuai dengan rencana kerja
OPD masing-masing (bila dibutuhkan).

4. TIM PEN\GLENGGARA :

a) Merekapitulasi seluruh hasil Musrenbang di setiap tahapan;
b) Menyl-rsun rincian jadrval, agenda dan ternpat Musrenbang

Kabupaten.

c) Mengumunrkan secara terbuka pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
d) Menginr,'entarisir dan mengundang peserla Musrenbang Kabupaten;
e) Mernberikan laporan kepada BP3D hasil Musrenbang Kabupaten

yartu:

- Bahan masukan terhadap RKPD;
- Daftar Prioritas kegiatan yang sudah dipilah berdasarkan sumber

pembiayaannya dari APBD Kabupaten, APBD provinsi dan ApBN
serta Sumber Pendanaan lainnya

0 Membuat Berita Acara Penetapan hasil Musrenbang Kabr_rpaten;

,5. DELEGASI KECAMATAN
Mernberikan pendapat dan penjelasan/klarifikasi tentang usulan
prograrn/kegiatan;

6 PESE,RTA LAINNYA .

Memberikan masukan /pendapat/saran (j ika dibutuhkan).
Ternpat.

Gedun g/A u I a ata u Ba lai pertem u an \/an g representatir,.e.

Waktu :

Dilaksanakan antara minggu ketiga sampai dengan minggu keempat bulan

Maret

Peserta :

Bupati, wakil Bupati/Pejabat ,"-ang mewakili, Kepala BP3D propinsi,,pejabat

yang mervakili, PimpinanoPD, DPRD, ParaCamat dan Kepala Desa. Lltusan
dari Kecamatan dan unsure masyarakat (BUMN, BUMD, Kelompok
nelayan, tani, pengrajin, insan pers. LSIr,4alGo, Akademisi,Tokoh masyarakat.
tokoh perempuan. dll).

d



Pemandu.

Tim Penyelenggara Musrenbang Kabupaten (BP3D)

Metode:

Pemaparan dan Tatap muka

Peralatan :

Alat bantu tayang (LCD), Proyektor), laptoplcomputer, alat tulis, dll

Persiapan :

l. BP3D membentuk Tim Penyelenggara Musrenbang Kabupaten.
2. Tim Pen.velenggara Musrenbang Kabupaten bertugas untuk :

a. Menetukan peserta Musrenbang Kabupaten;
b. Menyusun tempat, jadlval dan agenda pernbahasan N,{usrenbang

Kabupaten;
c. Menl,iapkan bahan materi serta notulen untuk Musrenbang Kabupaten;
d. Mengarahkan proses Musrenbang agar pelaksanannya berjalan lancer dan

dapat mencapai sasaran sesuai aturan yang ada.
e Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari Iorum SKPD dan

Musrenbang Kecarnatan sesuai fungsi layanan dasar pemerintah dan
prioritas program pembanqunan.

Pelaksanaan:

1. Laporan Panitia Penyelenggara Musrenbang Kabupaten.
2. Pembukaanr'Sambutan oleh Gubernurr?ejabat yang mewakili (1ika ada) dan

Sambutan oleh Bupati Hahnahera Barat
3. Pemaparan prografir dan priontas kegiatan pernbangunan serta plafon

anggaran dari Provinsi oleh Bappeda Provinsi.
4. Pernaparan program dan prioritas kegiatan pembangunan serta plafon

anggaran oleh Bappeda Kabupaten.
5. Pernaparan kornpilasi prioritas kegiatan pernbangunan yang dihasilkan

dari Forum OPD oleh Ketua Tim Penyelenggara Musrenbang Kabupaten
dan Pentyarnpaian Program Usulan masyarakat yang tidak terakomodir

6. Menetapkan Rancangan Akhir Ren;a OPD dan menetapkan plafon
anggaran sementara APBD serta usulan pernbiayaan dari APBD
Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta sumber dana lainnl,a yang
dituan_ekan dalarn Berita Acara Hasil Musrenbang Kabupaten.

Output:

i. Bahan masukan terhadap pen'usunan RancanganAkhir RKPD terkait arah
kebij akan, pri ori tas pernb an gun an dan pl alo r,rpagu an g garanOPD ;

2. Rencana Kerja OPD yang termLrat dalam Dokumen Rancangan Akhir
Rencana Kerj a PemerintahDaerah (RKPD );

3. Daftar pnoritas kegiatan yang dipilah berdasar sumber pembiayaan
yang akan di danai melalur APBD Kabupaten- APBD Provinsi cian
APBN dan sumber pendanaan larnn_ya,

4. Berita Acara Penetapan Hasil Musrenbang Kabupaten;
5. Daftar Hadir Musrenbang Kabupaten.



Output sebagaimana tersebut diatas merupakan dokumen hasil pelaksanaan
N{usrenbang ,vang dusi sesuai fonnat terlampir.

Lain-Lain:

tlntuk oPD dengan sasaran progranr,,Kegiatan adalah kelompok masyarakat
yang telah disetujui dalarn Rencana Kerja (Ren1a) oPD dengan sumber dana
APBN. diwajibkan menviapkan Data teknis dan Proposal terkait
programlkegiatan yang direncanakan sebagai syarat utama r,,ang rvajib dipenuhi
untuk diproses pada tahapan perencanaan selanjutnya

BAB III
PENUTUP

Dernikian Pedoman Penyelenggaraan Musyarvarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegratan Musrentrangdi
Kabupaten Halmahera Barat. Dengan dernikian diharapkan Semua Usulan Program dan
Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2021 sepatutnya dilaksanakan melalui mekanisme
perencanaan yang dibangun dalam pedornan rn


